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Lelang Aset Masih Bergantung KPKNL 

 

Sumber: KALTIM POST Senin, 01/12/2025 

 

Samarinda – Keterbatasan pejabat penilai pemerintah (appraiser) di lingkungan 

Pemerintah Kota Samarinda membuat berbagai aset daerah yang hendak dilelang masih 

harus bergantung pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). 

Kondisi ini berlangsung bertahun-tahun, meski usulan pengadaan pejabat penilai telah 

diajukan setiap tahun.  

 

Kabid Aset BPKAD Kota Samarinda Yusdiansyah menjelaskan bahwa kuota pejabat 

penilai di tingkat nasional sangat terbatas, sehingga tidak semua daerah bisa mendapat 

jatah setiap tahun. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah kota belum memiliki petugas 

penilai sendiri. “Penilai itu terbatas kuotanya dalam setahun, di Indonesia. Jadi dikasih 

kesempatan. Biasanya kami diundang,” ujarnya, dikonfirmasi Minggu (30/11). 

 

Pemkot Samarinda sebenarnya sudah mengusulkan lima orang untuk masuk kuota penilai 

pada pengajuan sebelumnya. Namun, keputusan tetap berada di pemerintah pusat, 

sehingga belum ada kepastian berapa jumlah yang akan disetujui. 

 

“Kami mengusulkan lima orang. Tapi itu tergantung persetujuan pusat, dikasih kuotanya 

berapa. Kalau sudah ada penilai sendiri, kita tidak perlu lagi minta bantuan KPKNL,” 

ucapnya. Selain keterbatasan kuota, Pemkot juga tengah mempertimbangkan 

kemungkinan mengelola proses lelang melalui portal sendiri, tidak seluruhnya melalui 

sistem milik KPKNL. Menurut Yusdiansyah, wacana tersebut perlu kajian regulasi lebih 

dulu, termasuk apakah lelang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara mandiri. 

 



 

2 Catatan Berita – UJDIH BPK Perwakilan Kalimantan Timur Tahun 2025 

“Kalau kita punya penilai sendiri, boleh nggak Pemkot melelang barang-barangnya tidak 

melalui portal KPKNL tetapi melalui portal Pemkot? Ini juga sedang kita pikirkan. 

Apakah nanti ditaruh di Kominfo atau di BPKAD, supaya alurnya lebih pendek,” 

jelasnya. Saat ini, seluruh proses lelang aset Samarinda harus mengikuti sistem KPKNL 

yang mencakup banyak wilayah sekaligus, mulai dari Samarinda, Bontang, Sangatta, 

Kukar. Akibat cakupan wilayah yang luas, antrean permohonan sering kali memanjang. 

 

“Kami harus bersurat lagi, bermohon lagi, nunggu antrean lagi. Sementara barang yang 

kita mau lelang ini ribuan,” sebutnya. Pemkot juga berencana mencari referensi dari 

daerah lain yang mungkin sudah menerapkan portal lelang mandiri. Namun hingga kini, 

belum ada daerah yang menjadi rujukan. “Sejauh ini kami belum men-tracking apakah 

ada daerah lain yang sudah menerapkan apa yang kami inginkan. Kalau ada, tentu kami 

studi apa saja syarat dan mekanismenya,” pungkasnya. (kri) 

 

Sumber berita:  

1. KALTIM POST, Lelang Aset Masih Bergantung KPKNL, 01/12/2025 

 

Catatan: 

1. Dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (PP 27/2014) diatur bahwa penilaian barang milik 

negara/daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah 

pusat/daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan, kecuali dalam hal untuk: 

a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; atau 

b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah. 

 

2. Pasal 49 PP 27/2014 menyatakan bahwa penetapan nilai barang milik 

negara/daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah 

dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

 

3. Dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (3) PP 27/2014 diatur sebagai berikut: 

(1) Penjualan barang milik negara/daerah dilakukan secara lelang, kecuali 

dalam hal tertentu. 

(3) Penentuan nilai dalam rangka penjualan barang milik negara/daerah secara 

lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

memperhitungkan faktor penyesuaian. 


